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TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pengertian Pajak dan Jenis Pajak
2.1.1 Pengertian Pajak
Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya
mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak
agar mudah dipahami. Di bawabh ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan:

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Menurut Waluyo (2008:2):

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirunjuk, dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan
dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2009:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat
ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak

menurut penulis adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan
kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara
langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.
2.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian
secara ekonomid (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor
pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat
dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada

pengertian pajak menurut Mohammad Zain (2008:12) sebagai berikut:
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1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh

pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan
pelaksanaanya.

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari

sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara
(pemungut pajak/administrasi pajak).

3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin
maupun pembangunan.

4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib
pajak.

5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas Negara/anggaran Negara

yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi dan sosial
(fungsi mengatur/regulatif).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008:1), ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. luran rakyat kepada Negara

2. Berdasarkan Undang-Undang

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara
langsung ditujukan

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, Yyakni
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi

tiga, menurut Siti Resmi (2011:7), yaitu:

a) Menurut Golongan
Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung
sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau
dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib
pajak yang bersangkutan.

2. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak
ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu Kkegiatan,
peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak,
misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b) Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan
keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang
memerhatikan keadaan subjeknya.



2. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan
objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa
yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak,
tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak)
maupun tempat tinggal.

c) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara pada umumnya.

2. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik
tingkat | (pajak provinsi) maupun daerah tingkat Il (pajak
kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah masing-masing.

2.1.4 Fungsi Pemungutan Pajak

Dari ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak dari berbagai definisi di

atas, terlihat ada dua fungsi pemungutan pajak menurut Resmi (2011:3) yaitu:

1.

Fungsi Budgetair

Yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai
sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang
sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh
dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak
melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan
lain-lain.

Fungsi Regularend

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai
tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

1.
2.

Syarat Keadilan, yaitu pemungutan pajak harus adil

Syarat Yuridis, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-
Undang

Syarat Ekonomis, yaitu di dalam suatu pemungutan pajak tidak
menggangu perekonomian

Syarat Financial, yaitu pemungutan pajak harus efisien
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2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem

pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:7), ketiga sistem pemungutan pajak

tersebut yaitu:

1.

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang.

. Self Assessment System merupakan pemungutan pajak yang memberikan

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar.

. Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut
besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah

direvisi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang berbunyi sebagai

berikut bahwa ciri dan corak tersendiri dari Sistem Pemnugutan Pajak tersebut

adalah:

a.

Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian
kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan
pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai
pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota
masyarakat Wajib Pajak sendiri, pemerintah, dalam hal ini aparat
perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan
pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang
digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat

melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui
menghitung,memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang
terutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan
administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih
rapi, terkendalikan, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota
masyarakat Wajib Pajak.
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2.2  Wajib Pajak
2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan,
dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan
kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan Undang —Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak
Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983,
maka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan
dari pekerjaan. Contoh: Pegawai Swasta, PNS.

2. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan
dari usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, Pengusaha Industri Mie
Kering.

3. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan
dari pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.

4. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan
lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan pemodalan
seperti Bunga pinjaman, royalti.

5. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan
lain yang bersifat final. Contoh: seperti Bunga deposito, hadiah undian.

6. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan
yang bukan objek pajak. Contoh: Seperti bantuan, sumbangan.

7. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan
dari luar negeri. Contoh: Seperti bunga, royalti PPh Pasal 24.

8. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan
dari berbagai sumber. Contoh: Pegawai Swasta tetapi juga mempunyai
usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti
Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib
Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya,

berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
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dan/atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif
adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.
2.2.2 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:54), Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai
berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak (PKP)

Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar

4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan

ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan

Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan

Jika diperiksa wajib:

a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;

b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan;

¢) Memberikan keterangan yang diperlukan.

2.2.3 Hak-hak Wajib Pajak
Menurut Mardiasmo (2009:54), hak-hak Wajib Pajak sebagai berikut:

Mengajukan surat keberatan dan surat banding

Menerima tanda bukti pemasukan SPT

Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan

Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT

Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran

pajak

Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam

surat ketetapan pajak

7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak

8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta
pembetulan surat ketetapan pajak yang salah

9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban
pajaknya

10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak

11. Mengajukan keberatan dan banding

w

o

aogrwnPE

o
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2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stesel pajak, asas pemungutan
pajak, dan sistem pemungutan pajak. Menurut Siti Resmi (2011:7), stelsel pajak
pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (Riil) ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada objek sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka
objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya
baru dapat dilakukan pada akhir tahun

b. Stelsel Anggapan (Fiktif) menyatakan bahwa pengenaan pajak
didsarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

c. Stelsel Campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan
pada kombinasi antara stelsel nyata dan telsel anggapan.

Menurut Waluyo (2008:13), asas—asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas equality pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu
pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan
kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan
manfaat yang diterima. Adil yang dimaksud bahwa setiap wajib pajak
menyumbangkan uang untuk mengeluarkan pemerintah sebanding
dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2. Asas Certainty penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang—
wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas
dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu
pembayaran.

3. Asas Convenience kapan wajib pajak itu harus membayar pajak
sebaiknya sesuai dengan saat — saat yang tidak menyulitkan wajib
pajak. Asas Economy Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya
pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum
mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem
pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo (2009:7), ketiga sistem pemungutan
pajak tersebut yaitu:

1. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang.

2. Self Assessment System merupakan pemungutan pajak Yyang
memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib
Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
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3. Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak Yyang
memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau
memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.5 Tarif Pajak
Menurut Erly Suandy (2011:7), tarif pajak ada empat macam yaitu:

a. Tarif sebanding/proporsional adalah tarif pajak yang merupakan
persentase yang tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah
secara proporsional atau sebanding pengenaan pajaknya.

b. Tarif progresif adalah tarif pajak yang presentasenya semakin besar
jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang
akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar
pengenaan pajaknya.

c. Tarif degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika
dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang
akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar
pengenaan pajaknya.

d. Tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun
dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak
yang terutang selalu tetap.

2.3  Penerimaan Pajak
2.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Ada beberapa pengertian penerimaan pajak yang dikemukakan oleh para
ahli, antara lain:

Menurut John Hutagaol (2007:325) dalam Lina Rahmawatin (2011),
penerimaan pajak adalah: “...sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara
terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan
pemerintah serta kondisi masyarakat™.

Menurut  Suryadi dalam internet  http://www.bppk.depkeu.go.id/

artikelvol4nol suryadi.pdf, penerimaan pajak adalah: ...sumber pembiayaan

negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.”

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, “Penerimaan perpajakan
adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak

perdagangan internasional”.


http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1_suryadi.pdf
http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1_suryadi.pdf
http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1_suryadi.pdf
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Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian
penerimaan pajak menurut penulis adalah semua penerimaan perpajakan yang
digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan pada
masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang
diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam
hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus
dilaksanakannya.

Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1 Januari 2001. Undang-undang
tersebut merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur
terpisah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Berbagai definisi Pajak Penghasilan (PPh) yang dikemukakan oleh para
ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan
pengertian Pajak Penghasilan (PPh) agar mudah dipahami. Di bawah ini
merupakan definisi Pajak Penghasilan (PPh) menurut ahli perpajakan.

Menurut Resmi (2011:74), “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang
dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam suatu tahun pajak”.

Menurut Subekti dan Asrori dalam Dina Fitriani (2009:139), pengertian Pajak
Penghasilan adalah: “...pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau
perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau
diperolehnya selama satu tahun”.

Menurut Suandy (2011:36), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan
terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam
jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas, maka pengertian Pajak
Penghasilan (PPh) menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap

penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak.
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2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan
Subjek Pajak Penghasilan menurut Resmi (2011:75) adalah Segala sesuatu

yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran

untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua

menurut Resmi (2011:76), kedua subjek pajak tersebut yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu

tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk

bertempat tinggal di Indonesia.

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,

meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan

dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk

badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan

pemerintah yang memenuhi kriteria:

=  Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan

= Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD

= Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah

= Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional
negara.

= Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di
Indonesia.

Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu
12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh
panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
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Berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2008 yang dikutip oleh Resmi
(2011:78), yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing;

2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat
lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada
mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama
mereka, dengan syarat:

e Bukan warga Negara Indonesia; dan

e Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain
di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta

e Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

3. Organisasi-organisasi  Internasional yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
¢ Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

e Tidak menjalankan usaha; atau

e Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya
berasal dari iuran para anggota;

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:

e Bukan warga negara Indonesia; dan
e Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain
untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau
dikenakan pajak.
Menurut Resmi (2011:79):

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP),
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang
bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak,

menurut Resmi (2011:80), penghasilan dapat dikelompokan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas
seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris,
aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya

2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
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Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak
gerak seperti binga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta
atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain
sebagainya.

2.3.5 Penghasilan Kena Pajak
Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008 yang dikutip oleh Siti

Resmi (2011:80), penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain :

a.

o

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk

lainnya kecuali ditentukan lain alam Undang- Undang Pajak

Penghasilan;

Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

Laba usaha;

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

e Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyertaan modal

e Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan
lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu
atau anggota

e Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha

e Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan

e keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh
hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau
permodalan dalam perusahaan pertambangan.

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai

biaya;

Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang;

Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa

hasil usaha koperasi ;

Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
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Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

Premi asuransi;

luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum
dikenakan pajak;

g. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r.

S.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Surplus Bank Indonesia.

2.3.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak
Penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Siti Resmi (2011:84),

dikutip dari Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

1.

N

a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan
oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama
yang diakui di Indonesia;

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan
kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang
bersangkutan;

Warisan;

Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai

pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal,

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa

yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau

kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan
oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara
final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan
khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU

PPh;

Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi

jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa,;

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan

terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD
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dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat

kedudukan di Indonesia dengan syarat :

e Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

e Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima
dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen
paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang
disetor;

luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya

telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh

pemberi kerja maupun pegawai;

Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam

bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan;

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,

persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit
penyertaan kontrak investasi kolektif;

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan
pasangan usaha tersebut:

» Merupakan perusahaan mikro, Kkecil, menengah atau yang
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan

« Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan, yaitu:

 Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak
pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/
nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar
negeri;

« Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris,
direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;

« Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan
ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan
bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau
biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan, vyang telah terdaftar pada instansi yang
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan
prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tersebut;
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13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4  Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap
subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam
bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir
dalam tahun pajak.

Berdasarkan Undang-Undang, wajib pajak orang pribadi yang
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp
4.800.000.000,00 dalam satu tahun boleh menyelenggarakan pencatatan, kecuali
wajib pajak yang bersangkutan memilih untuk melakukan pembukuan. Wajib
pajak yang memiliki peredaran bruto di atas Rp 4.800.000.000,00 dalam satu
tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang mengadakan
pencatatan, mengitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan
menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Wajib pajak yang
mengadakan pembukuan menghitung penghasilan kena pajaknya dengan
mengurangkan penghasilan bruto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan biaya

yang dapat dikurangkan dan penghasilan tidak kena pajak.

2.5  Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan
orang pribadi selama tahun pajak berjalan. Ada beberapa definisi Pajak
Penghasilan pasal 21 yang dikemukakan para ahli, diantaranya :
Menurit Direktorat Jenderal Pajak N0.57/PJ/2009 Bab | Pasal 1 No.2 :

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri
adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan,
dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh
orang pribadi.
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Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah penerima penghasilan yang
dipotong PPh Pasal 21, terdiri atas pegawai yang memperoleh penghasilan dari
pemberi kerja secara berkala, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima
upah, dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Pajak penghasilan pasal 21
merupakan pajak yang bersifat withholding system, yaitu pajak yang dipotong
oleh orang lain atau pihak ketiga. Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21
yang harus dibayar oleh wajib pajak dilakukan dengan cara mengalikan
penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berdasarkan pasal 17 Undang-Undang
pajak penghasilan. Besarnya jumlah penghasilan kena pajak dari wajib pajak
dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan penghasilan tidak
kena pajak.

2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
2.6.1 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurangan
penghasilan neto yang diperkenankan oleh undang-undang Nomor 7 tahun 1983
stdtd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PTKP
hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi/perseorangan sesuai pasal 6
ayat (3) UU PPh.

Tidak ada pengertian mengenai definisi penghasilan tidak kena pajak atau
dalam bahasa inggris disebut Personal Exempation. Namun karena PTKP hanya
diberikan kepada orang pribadi yang membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan
tidak diberikan kepada Wajib Pajak Badan, maka PTKP dapat diartikan sebagai
biaya hidup minimal yang dibutuhkan orang pribadi atau perseorangan yang
ditentukan UU PPh.

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP telah diatur dalam Pasal 7 UU
PPh yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus
yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak
kandung dan anak angkat. Sedangkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan

sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan
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seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak. Mulai 1 Januari 2013 batas
Penghasilan tidak kena pajak ini atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak kena
Pajak) dinaikkan menjadi Rp 24.300.000. Setelah berkonsultasi dengan wakil
rakyat di DPR pemerintah melalui Kemenkeu akhirnya menaikkan batas
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP diubah menjadi Rp 24.300.000
atau jika dihitung per bulannya adalah Rp 2.025.000. Sehingga setiap orang yang
mendapatkan penghasilan tidak lebih dari dua juta setiap bulannya dibebaskan
dari pengenaan pajak penghasilan.

Bagi mereka yang telah menikah, PTKP tersebut masih bertambah besar
lagi. Seorang kepala keluarga yang menanggung istri dan anak akan mendapat
tambahan PTKP masing-masing sebesar Rp 2.025.000/tahun. Untuk tanggungan
di perbolehkan dengan jumlah maksimal 3 orang. Sehingga seorang karyawan
atau pegawai yang telah menikah dan memiliki 3 anak kandung yang sepenuhnya
ditanggung biaya hidupnya mendapatkan PTKP sebesar Rp 32.400.000.
Selengkapnya perubahan PTKP ini dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak

UU Nomor 36 Tahun PMK
Keterangan 2008 (Berlaku Sejak | 162/PMK.011/2012
Tahun 2009) (Berlaku Sejak
Tahun 2013)

TK, Lajang (tidak menikah) Rp 15.840.000,- Rp 24.300.000,-
TK1, Lajang dengan 1 tanggungan Rp 17.160.000,- Rp 26.325.000,-
TK2, Lajang dengan 2 tanggungan Rp 18.480.000,- Rp 28.350.000,-
TK3, Lajang dengan 3 tanggungan Rp 19.800.000,- Rp 30.375.000,-
K, Menikah tanpa tanggungan Rp 17.160.000,- Rp 26.325.000,-
K1, Menikah dengan 1 tanggungan Rp 18.480.000,- Rp 28.350.000,-
K2, Menikah dengan 2 tanggungan Rp 19.800.000,- Rp 30.375.000,-
K3, Menikah dengan 3 tanggungan Rp 21.120.000,- Rp 32.400.000,-

Sumber : pajak.go.id
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Adapun Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan dapat ditentukan

melalui suatu rumus sebagai berikut:

Penerimaan Pajak Penghasilan = Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan

Target Penerimaan Pajak Penghasilan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah faktor pengurangan
terhadap penghasilan netto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak
dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak
penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.

2.6.2 Tarif Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Peraturan ~ Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia ~ Nomor
162/PMK.011/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Tentang Penyesuaian Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sehubungan dengan telah diterbitkanya Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012, maka
besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2012 berubah menjadi
sebagai berikut :

1. Rp 24.300.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;

2. Rp2.025.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

3. Rp24.300.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya
digabung dengan penghasilan suami;

4. Rp2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan
keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang
menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk
setiap keluarga.

Ketentuan Penyesuain Besarnya PTKP tersebut berlaku mulai 1 Januari
2013. Sedangkan untuk lapisan Penghasilan Kena Pajak pada tahun 2013 masih
tetap dan tidak ada perubahan yaitu tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di
Indonesia sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang tentang Pajak

Penghasilan, adalah pada tabel 2.2 seperti berikut:


http://pajakpenghasilan.web.id/

Tabel 2.2
Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
(PKP)
Sampai dengan 50 Juta 5%
Di atas 50 Juta sampai 250 Juta 15%
Di atas 250 Juta sampai 500 Juta 25%
Di atas 500 Juta 30%

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008



